PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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e SURATIZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SURABUMI

NOMOR 508 /onco ( Dpmiprep/aceo
TENTANG
LN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TP PISANG KECAMATAN CIKAKAK
KABUPATEN SUKABLUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADL SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setinp ovang bethak mendhpatikan pendidikin, don
merupakan tanggung jawab pemerintah,  masyarakat dan
Kelunrga;
bakwn dilam rengika meningkatkan partisipas manyinrakit
untuk menvelenggarakan pendidikan, Pendidikan Anak Usia
Dint TP Pisang bermlamat, Kampung Citespong RE00Z Rw.005
Desn Gundasoll Kecamptan Cilodbal:
babwa semun persyaratan izin operasional dan 'pembulnan
Sekolah Nomar 421, 1/9925/Bid, PandDikomns telah tetpenubl
bahwn berdasarkan pada huruf o, hural b, dan huraf ¢ peria
di tetapkan Surat Izin Kepaln Dinas Penanamun Muodul dan
Pelayanan Terpadu Satu Pinty Kabupaten Suikabumi:

Mengingat ~ Undang-Unidang Nomor 14 Tahun 1950 fenting Pembontukan

' Daerah.Daerak Kabupaten Dalam Lingkungen Proving Djawn
Barst (Berita Negara. Republik Indonesia. tanggil 8 Agusius
1050) sebagaimann  telah dinbah dengan Undnnig-Undiang
Nompr 4 Tahun 1968 tentang Pambenakan  Kabupaten
Purwakarti dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomgs 14 Tahun 1950 tcnhma..&mmmlu_k{m Daeruh-
DBaerah Kabupaten Dalam Linghutigan Provinsi Djawa Haral
{Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1968 Nomor A1,
Tambuban Lembarmn Neghra Republik Indénesin Nomaor 28511

Undang Undang Nomor 20 Tahun: 2003 1entang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
fuhun 2008 Nomor 78, Tambahan Lemburin Negurn Republik
Indonesin Nomot 4303} . i

dang-undung Nomor 12 Tahun 3011 tentang Pembentulkan
:‘*}:-lrilﬁ:ﬁlr: Pn:#ndn_nﬁ'-umlun@n {Lembaran Negarn Republik
Indonesin Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lomberan Nogarn
Republik Indonesin Nomor S234];










